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HIDUP CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. 
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RINGKASAN 

Perlindungan konstitusional terhadap pilihan hidup childfree dalam perspektif hukum tata negara 

Indonesia pada dasarnya berangkat dari pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari 

hak konstitusional warga negara. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan setiap orang untuk 

menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal membentuk keluarga atau tidak memiliki 

keturunan, sepanjang tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku. Pilihan childfree dapat 

dipahami sebagai bagian dari hak atas kebebasan pribadi, hak untuk menentukan nasib sendiri, 

serta hak atas privasi yang dilindungi oleh prinsip negara hukum dan demokrasi. 

Namun demikian, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang masih kuat menjunjung nilai-

nilai keluarga dan keberlanjutan keturunan, pilihan childfree seringkali menghadapi tantangan 

berupa stigma sosial dan tekanan normatif. Dari sudut pandang hukum tata negara, negara tidak 

memiliki kewenangan untuk memaksakan individu agar memiliki anak, karena hal tersebut masuk 

dalam ranah otonomi pribadi. Negara justru berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan 

memenuhi hak-hak warga negara tanpa diskriminasi, termasuk terhadap mereka yang memilih 

childfree. 

Dengan demikian, meskipun tidak diatur secara eksplisit, pilihan hidup childfree tetap 

mendapatkan perlindungan secara implisit dalam kerangka hak konstitusional, selama dimaknai 

sebagai bagian dari kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya. Tantangan utama 

terletak pada harmonisasi antara norma hukum, nilai sosial, dan kesadaran masyarakat agar tidak 

terjadi pelanggaran hak atas dasar perbedaan pilihan hidup. 

Pilihan hidup childfree harus dilindungi secara konstitusional dengan menempatkannya sebagai 

bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, khususnya hak atas kebebasan 

pribadi, hak menentukan nasib sendiri, serta hak atas privasi. Negara tidak boleh melakukan 



intervensi yang bersifat memaksa warga negara untuk memiliki anak, karena keputusan tersebut 

berada dalam ranah otonomi individu yang dijamin dalam prinsip negara hukum dan demokrasi. 

Perlindungan ini diwujudkan melalui kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan 

memenuhi hak warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dengan tidak membuat kebijakan yang 

merugikan atau mendiskriminasi individu yang memilih childfree. 

Selain itu, negara juga harus memastikan adanya perlindungan dari tekanan sosial, stigma, maupun 

perlakuan tidak adil yang dapat mengarah pada pelanggaran hak konstitusional. Hal ini dapat 

dilakukan melalui pembentukan regulasi yang menjamin kesetaraan perlakuan, serta edukasi 

publik untuk meningkatkan pemahaman bahwa pilihan childfree merupakan bagian dari kebebasan 

individu. Dengan demikian, perlindungan konstitusional terhadap childfree tidak hanya bersifat 

normatif, tetapi juga implementatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Abstrak 

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Hak Child Free, Hukum Tata Negara 

   Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

disebutkan bahwa “ Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan 

melali perkawinan yang sah”. Dalam Konstitusi Hukum Tata Negara mengenai Kebbasan dalam 

memperoleh Hak Asasi Manusia, tentu saja dalam perihal Perkawinan perlu adanya kebebasan 

terutama dalam keturunan menyangkut daripada hakikat dari perolehan Hak Asasi Manusia itu 

sendiri. 

  Pasal 5 butir ( j ) disebutkan bahwa Penduduk memiliki Hak dalam : Membesarkan, Memelihara, 

Merawat, Mendidik, dan Mengarahkan dan membimbing kehhidupan anaknya termasuk 

kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti bagaimana 

Pernan Negara dalam memberikan hak terhadap warga negara yang memilih dalam Privasi dan 

Pilihan Hidup mengenai Child Free atau memilih untuk tidak memiliki keturunan didasarkan pada 

indikator dan mengedepankan dalam kualitas kehidupan. 

  Peneliti juga mendasarkan dalam bagaimana konsep Peranan Negara dalam memberikan 

kebbeasan tidak memiliki keturunan juga didasarkan bagaimana penyelesain dan jaminan 

perlindungan dapat diberikan. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 

Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi 

Keluarga disebutkan bahwa Kebijakan Nasional Pembangunan Keluarga dimaksudkan untuk 

memberdayakan keluarga secara optimal. 
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Abstract 

 

Keywords: Constitutional Right, Child-Free Rights, Constitutional Law 

 

Article 10(1) of Law No. 39 of 1999 on Human Rights states that “Every person has the right to 

form a family and continue their lineage through a valid marriage.” In the Constitutional Law on 

the Freedom to Obtain Human Rights, there must be freedom in matters of marriage, particularly 

regarding procreation, as this pertains to the essence of obtaining human rights themselves.  

Article 5, point (j), states that citizens have the right to : Raise, Care for, Caring for, Educating, 

and Guiding and directing their children's lives, including family life, until they reach adulthood. 

In this study, the researcher examines the role of the state in granting rights to citizens who choose 

privacy and lifestyle choices regarding child-free or choosing not to have children, based on 

indicators and prioritizing quality of life. 

The researcher also based their findings on how the concept of the State's role in granting freedom 

not to have children is also based on how solutions and guarantees of protection can be provided. 

In Article 7 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2014 concerning 
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